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A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan bermasyarakat, sanitasi adalah salah satu prioritas
utama. Sanitasi merupakan bentuk pelayanan publik yang berada di bidang
kesehatan. Sebagai bentuk upaya mewujudkan sanitasi yang baik dan demi
mengimplementasikan target Millennium Development Goals (MDGs) yang
telah ditetapkan sejak tahun 2015, dilakukan berbagai usaha untuk
membudidayakan pola hidup bersih dan sehat, melaksanakan pencegahan
penyebaranbibit penyakit berbasislingkungan, sertamenumbuhkankapasitas
masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh yaitu melalui penyusunan
StrategiNasionalSanitasiTotalBerbasisMasyarakat(STBM)yangditetapkan
oleh Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia tahun 2008.

Permasalahansanitasimasinmenjadiisupentingdimasyarakatpedesaan.
Praktik buang air besar sembarangan (BABS) masih sering terjadi dan
berdampak pada pencemaran lingkungan serta menimbulkan risiko penyakit
berbasis lingkungan. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan. Peraturan daerah ini
menegaskan kewajiban pemerintah desa bersama masyarakat untuk
menyediakan sarana sanitasi yang layak, termasuk jamban sehat.

DesaTelukMesjidyangterletakdiKecamatanSungaiPandanKabupaten

Hulu Sungai Utaramerupakan salahsatu wilayah yang menghadapitantangan



signifikan dalam aspek sanitasi dasar. Berdasarkan data dari DinasKesehatan
Kabupaten Hulu Sungai Utara, masih terdapat sejumlah rumah tangga yang
belum memiliki jamban sehat dan masih melakukan praktik buang air besar
sembarangan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap tingkat kesehatan
masyarakat dan kualitas lingkungan di desa tersebut.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop
Buang Air Besar Sembarangan. Peraturan daerah ini menegaskan kewajiban
pemerintahdesabersamamasyarakatuntukmenyediakansaranasanitasi yang
layak,termasukjambansehat.Landasanhukumpelaksanaankebijakandaerah
inisejalandenganPasall8Undang-UndangDasarNegaraRepublikindonesia
Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia
dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupatendankota,yangtiap-tiapdaerahmemilikipemerintahandaerahyang
diatur dengan undang-undang.” Ketentuan ini memberikan dasar bagi
pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk
dalam bidang kesehatan lingkungan dan sanitasi masyarakat sesuai dengan
kewenangan otonomi daerah.

Berdasarkan hasil pengamatan dan data lapangan, ditemukan beberapa
fenomena masalah yang menggambarkan kondisi implementasi kebijakan di
desa tersebut, antara lain:

1. Belum pernahnnya pemerintah daerah atau pemerintah desa melakukan

sosialiasaiPERD Anomor4tahun2016tentangstopbuangairbesar



sembarangansehinggabanyakmasyarakatyangbelummengetahuitentang
adanya larangan buang air besar di sungai atau sembarangan.

Kurangnya sosialisasi menyebabkan sebagian besar masyarakat di Desa
Teluk Mesjid tidak mengetahui adanya kebijakan larangan buang air besar
sembarangan.Kondisiinimengindikasikanlemahnyapenyebaraninformasi
dan komunikasi kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat. Padahal,
dalam teori implementasi kebijakan, aspek komunikasi merupakan kunci
utama agar kebijakan dapat dipahami, diterima, dan dilaksanakan oleh
masyarakat. Tanpa sosialisasi yang efektif, masyarakat tidak memiliki
pemahaman mengenai tujuan kebijakan, manfaat jamban sehat, maupun
bahaya buang air besar sembarangan terhadap kesehatan lingkungan.
Akibatnya, perilaku lama terus berlanjut karena masyarakat belum merasa
perlu untuk berubah. Pemerintah desa seharusnya berperan aktif dalam
menyampaikan isi kebijakan melalui pertemuan warga, posyandu, PKK,
atau penyuluhan kesehatan lingkungan agar pemahaman masyarakat
meningkat.(sumber:SuratKeteranganBelumSosialiasi,November2025)
Karenaterbatasnyaanggaranpemerintahdaerahtentangpengadaanjamban
sehat sehingga desa teluk mesjid tidak mendapatkan anggaran tersebut
sehingga masyarakat masih banyak membuang air besar sembarangan
disungai.

Keterbatasan anggaran juga berdampak pada kurangnya sarana pendukung
sepertibahanbangunanjamban,bantuanstimulan,danpelatihanteknisbagi
masyarakat. Sumber daya merupakan faktor penting yang menentukan

sejauhmanakebijakandapatdijalankansecaraoptimal. Tanpadukungan



dana, tenaga, dan fasilitas, pelaksana di lapangan tidak dapat menjalankan
tugasnyasecaramaksimal. (sumber:FileAnggaranBantuanjambanSehat
Desa Teluk Mesjid , November 2025)

. Belum adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau
pemerintah desa terhadap masyarakat yang masih membuang air besar
sembarangan disungai, baik sanksi secara tertulis maupun lisan. Tidak
adanya sanksi tegas menjadikan masyarakat kurang disiplin dan tidak
memiliki rasa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Mereka
menganggap kebijakan ini bukanlah hal penting karena tidak ada
konsekuensibagipelanggaran.Padahal,keberadaansanksimemilikifungsi
sebagai alat pengendali sosial agar masyarakat patuh terhadap peraturan.
penegakan hukum merupakan salah satu bentuk komitmen pelaksana
kebijakan. Jika pelaksana tidak memiliki kemauan atau ketegasan dalam
menegakkan aturan, maka kebijakan tidak akan berjalan efektif. Dalam
konteks ini, pemerintah desa dan petugas kesehatan lingkungan perlu
menetapkan aturan lokal atau peraturan desa (Perdes) yang memperkuat
pelaksanaanPERD Adengansanksiyangbersifatmendidik,misalnyakerja
bakti membersihkan sungai bagi pelanggar, bukan sekadar sanksi
administratif. (sumber : dokumentasi Masih adanya Praktek BABS di
sungai, November 2025)

. Didalam peraturan daerah memang ada menjelaskan bahwa perlunya ada
SOPstandaroperasionalpelaksanaanlaranganbuangairbesarsembarangan
akantetapiternyatatidakdijalankanSOPtersebutsehinggatugasdanfungsi

daripadapelaksatidakbisaberjalandenganbaik.Walaupundalam



PeraturanDaerahsudahdijelaskanmengenaiperlunyaStandarOperasional
Prosedur(SOP)pelaksanaanlaranganbuangairbesarsembarangan,namun
kenyataannya SOP tersebut tidak diterapkan dengan baik di lapangan.
Banyakpetugasataupelaksanakebijakanyangtidakmemahamisecarajelas
tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi
tidak terarah dan hasilnya tidak optimal. Ketidakkonsistenan pelaksanaan
SOP ini menimbulkan tumpang tindih peran antar instansi serta lemahnya
koordinasi antar pihak, baik antara Dinas Kesehatan, pemerintah
kecamatan, maupun pemerintah desa. Grindle (1980) menjelaskan bahwa
keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh linkage atau
keterhubungan antar aktor pelaksana, serta sejaun mana prosedur kerja
dijalankan secara disiplin dan berkesinambungan. Dengan kata lain, tanpa
penerapanSOPyangjelasdankonsisten,pelaksanaankebijakanhanyaakan
berjalan secara administratif tanpa hasil nyata di masyarakat. (sumber :
dokumentasi Dengan Kepala desa mengenai SOP, November 2025)
Padahal, keberhasilan implementasi program jamban sehat tidak hanya
diukur dari jumlah jamban yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana
masyarakat memahami, menerima, dan menerapkan perilaku hidup bersih
secara mandiri. Pemerintah desa berperan penting sebagai ujung tombak
pelaksanakebijakandaerahagarmasyarakatmampuberpartisipasiaktifdalam
menjaga lingkungan yang sehat dan bebas dari praktik BABS.
Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian warga
Desa Teluk Mesjid masih buang air besar sembarangan karena keterbatasan

jambandanrendahnyapemahamantentangsanitasisehat.Selainitu, peran



aparatur desa dalam mensosialisasikan dan mengawasi program jamban sehat
jugamasihterbatas.ImplementasikebijakanPeraturanDaerahnNomor4Tahun
2016 belum berjalan optimal di masyarakat sehingga tujuan program belum
sepenuhnya tercapai.

Landasan hukum pelaksanaan kebijakan ini sejalan dengan Pasal 18
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
menegaskan bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur
urusan pemerintahan, termasuk dalam bidang kesehatan lingkungan. Oleh
karena itu, implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 menjadi
bentuktanggungjawabpemerintahdaerahdalammeningkatkankesejahteraan
masyarakat melalui pengelolaan sanitasi yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan
sanitasi di Desa Teluk Mesjid masih perlu mendapat perhatian serius.
Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi kebijakan
daerahtersebutdijalankan,sejauhmanaefektivitasnyadilapangan,sertafaktor apa
saja yang memengaruhi keberhasilannya. Oleh karena itu, penelitian ini
berjudul: “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR
SEMBARANGANDIDESATELUKMESJID,KECAMATANSUNGAI
PANDAN KABUATEN HULU SUNGAI UTARA”.

. FokusPenelitian
Fokus penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implementasi Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar

Sembarangan(BABS)diDesaTelukMesjid,KecamatanSungaiPandan,



KabupatenHuluSungaiUtara,denganmenggunakanteoriGeorgeC.Edwards 111
dalam A.G. Subarsono (2023:38-40).
Adapunpenjelasankeempatvariabeltersebutsebagaiberikut:

a. Komunikasi

b. SumberDaya

c. Disposisi

d. StrukturBirokrasi

C. Rumusan Masalah
Rumusanmasalahpadapenelitianiniyaitusebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi PeraturanDaerahNomor 4Tahun2016tentang
Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Teluk Mesjid?

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor4Tahun2016tentangGerakanStopBuangAirBesarSembarangan  di
Desa Teluk Mesjid?

D. TujuandanManfaatPenelitian
1. TujuanPenelitian
Adapun tujuan dari penelitian dari fenomena masalalah yang peneliti
paparkan adalah sebagai berikut.
UntukmengetahuiimplementasiPeraturanDaeranNomor4Tahun2016
tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Teluk
Mesjid. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat
dalam pelaksanaan program jamban sehat di Desa Teluk Mesjid.
Adapaun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut.



a. ManfaatTeoritis
Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi
publik, khususnya terkait implementasi kebijakan di bidang kesehatan
lingkungan dan sanitasi. Dan Menjadi referensi akademik bagi
penelitian selanjutnya yangmembahas implementasi kebijakan daerah
tentang sanitasi dan kesehatan masyarakat.
b. ManfaatPraktis
Bagi Pemerintah Desa dan Daerah penelitian ini dapat menjadi
bahan implementasi dalam pelaksanaan program jamban sehat agar
lebihoptimal.BagiMasyarakathasilpenelitianinidapatmeningkatkan
kesadaran akan pentingnya penggunaan jamban sehat sesuai dengan
gerakan stop buang air besar sembarangan. BagiPeneliti penelitian ini
menambah pengalaman dan pemahaman dalam melakukan kajian

implementasi kebijakan di tingkat lokal
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